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ABSTRAK

Pada sejarahnya Krimea merupakan bagian dari Rusia, hingga tahun 1954, Perdana
Menteri Soviet Nikita Khrushchev menyerahkan kembali Krimea kepada Ukraina.
Hal ini dikarenakan Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev ingin
menunjukkan persatuan dan kerja sama dengan Ukraina. Seiring berjalannya

waktu Hubungan antara Ukraina dan Rusia mengalami dinamika tersendiri, mulai
dari adanya perjanjian “debt for fleet” hingga adanya dugaan pasukan Rusia yang
mendukung separatis pro Rusia yang dijuluki “ the little green man”. Akhirnya
Rusia menganeksasi Krimea dengan banyak membawa faktor sejarah, maka dari
itu penulis akan meninjau mengapa Rusia menganeksasi Krimea dengan
menggunakan konsep iredentisme yang memiliki indikator teritorial dan indikator

politik dan etnis, beserta Eurasianisme yang akan mendukung dari faktor sejarah.

Kata kunci : Krimea, Rusia-Ukraina, Aneksasi, Iredentisme, Kepentingan
nasional.

ABSTRACT

Historically Crimea was part of Russia, until 1954, Soviet Prime Minister Nikita
Khrushchev handed back Crimea to Ukraine. This was because Soviet Prime
Minister Nikita Khrushchev wanted to show unity and cooperation with Ukraine.
Over time, the relationship between Ukraine and Russia experienced its own
dynamics, from the existence of the "debt for fleet" agreement to the existence of
Russian troops supporting pro-Russian separatists who were nicknamed "the
little green man". Finally, Russia annexed Crimea with many historical factors,
therefore the author will review why Russia annexed Crimea using the concept of
irredentism which has several values like territorial indicators and political and

ethnic indicators, along with Eurasianism that will support historical factors.

Keywords: Crimea, Russia-Ukraine, Annexation, Irredentism, National interest.
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BAB I
PENDAHULUAN

L1 LATAR BELAKANG

Pada tahun 1783, Krimea mulai berada dibawah kuasa Kekaisaran Rusia.
Secara geografis, Krimea memiliki posisi yang vital untuk melindungi Rusia dari
Kekaisaran Ottoman. Fakta sejarah ini digunakan oleh Presiden Vladimir Putin
sebagai argumen utama ketika Rusia mengambil alih Krimea kembali pada tahun
2014. Selama ini, Rusia Cenderung bisa bertahan dari infiltrasi militer asing berkat
eksistensi AL Rusia yang memiliki pangkalan militer di wilayah Krimea yang
berbatasan langsung dengan Laut Hitam (Spencer, 2014). Secara historis, tepatnya
pada tahun 1954, Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev menyerahkan kembali
Krimea kepada Ukraina. Hal ini dikarenakan Perdana Menteri Soviet Nikita
Khrushchev ingin menunjukkan persatuan dan kerja sama dengan Ukraina. Hal in1
juga didorong oleh motif politik Khruschev ingin memperkuat posisinya dalam
perebutan kekuasaan yang muncul setelah kematian Stalin pada tahun 1953
(Popovici, 2018).

Pada tanggal 3 November 1990, sebuah komisi khusus dari pemerintah
daerah Krimea mengumumkan adanya sebuah proyek untuk merumuskan
keputusan sementara mengenai prosedur referendum di wilayah Krimea. Prosedur
tersebut memungkinkan pemungutan suara untuk membangun kembali Krimea
sebagai sebuah negara bagian Soviet yang berstatus otonom. Pemerintahan daerah
Krimea mengadakan sesi khusus, di mana Presiden Kravchuk sebagai presiden dari
Ukraina hadir dan mengumumkan bahwa dekrit Uni Soviet tanggal 30 Juni 1945
dan undang-undang Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSSR) tanggal
25 Juni 1946, berupa penghapusan Autonomous Soviet Socialist Republic (ASSR)
Krimea. Hal tersebut dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, dan penduduk
Krimea memiliki hak untuk membentuk kembali ASSR Krimea sebagai subjek dari

Uni Soviet dan anggota Perjanjian Uni.



Setelah berakhirnya Perang Dingin dan sebelum bubarnya Uni
Soviet,pemerintah Krimea juga memutuskan untuk mengadakan referendum yang
dijadwalkan pada 20 Januari 1991 untuk memutuskan status pemerintahan Krimea
secara hukum. Menanggapi upaya referendum yang direncanakan oleh Mikhail
Gorbachev, pada Januari 1991, sebelum perjanjian Alma-Ata, diadakannya
Referendum Kedaulatan Krimea. Dalam referendum tersebut, pemilih ditanya
apakah mereka ingin membangun kembali Republik Sosialis Soviet Otonomi
Krimea yang telah dihapuskan pada tahun 1954. Namun, Kravchuk berkomitmen
untuk mencegah Krimea untuk memisahkan diri dari Ukraina. Pada 12 Februari
1991, Presiden Kravchuk mengeluarkan undang-undang yang terdiri dari dua pasal.
Pasal pertama menegaskan pendirian kembali Republik Sosialis Soviet Otonomi
Krimea di wilayah Crimean Oblast dalam Ukrainian Soviet Socialist Republic
(SSR). Pasal kedua menegaskan penunjukan pejabat untuk pemerintahan sementara
Krimea ASSR. Akibatnya, Kravchuk mengabaikan hasil referendum dan
menyatukan Krimea ke Ukraina. Hal ini tentunya bertentangan dengan kehendak
penduduk Krimea (Burke, 2017).

Pada akhir 2013, Ukraina yang dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych
harus menghadapi krisis ekonomi sebagai akibat dari ekonomi dan adanya kondisi
kekosongan pemerintahan yang membuat Viktor Yanukovych digulingkan. Viktor
Yanukovych kemudian melarikan diri ke Rusia pada 2014 (Buchan, 2017). Presiden
Yanukovych dituduh korupsi dan dianggap tidak mampu memimpin Ukraina.
Kepergian Presiden Viktor Yanukovych ke Rusia dan adanya kekosongan
kekuasaan di Kiev menyebabkan gerakan separatis Pro Rusiamenguat di Kiev. Hal
ini berdampak terhadap Krimea dengan munculnya gerakan separatis dan Rusia
mulai membantu kelompok-kelompok separatis ini dengan peralatan militer dan
kendaraan yang diduga dikirim dari armada Rusia di Laut Hitam (Buchan, 2017).

Adanya kondisi yang tidak pasti di Krimea membuat Parlemen
Krimeamemutuskan bahwa referendum diadakan untuk memutuskan masa depan
Krimea. Dalam referendum ini, mayoritas orang memilih untuk aksesi Krimea ke

Rusia.



Meskipun referendum ini tidak diakui oleh komunitas internasional, Rusia
bersikeras bahwa Presiden Viktor Yanukovych-lah yang meminta Pasukan Rusia
untuk memasuki Krimea demi melindungi Rusia dari adanya kekacauan di Krimea
(Buchan, 2017).

Ada dua contoh penggunaan kekerasan oleh Rusia di wilayah Krimea. Salah
satu contoh ini berhubungan dengan penggunaan unit militer Rusia yang dikerahkan
di Krimea dan di kota Sevastopol di bawah perjanjian yang dibentuk pada tahun
1997 antara Rusia dan Ukraina. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menghasilkan
serangkaian perjanjian yang berkaitan dengan Armada Laut Hitam dan penyebaran
bagian Rusia (82%) di Krimea dan di kota Sevastopol. Perjanjian tersebut
menentukan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia diizinkan untuk tinggal di wilayah
Ukraina dan jumlah maksimum tentara, teknik militer, dan instalasi militer bisa
mereka miliki sana. Contoh lainnya adalah berkaitan dengan kehadiran separatis
pro-Rusia yang berasal dari militer Rusia yang sedang menyamar. Keduanya contoh
ini dapat menjadi acuan untuk menganalisis motif aneksasi Rusia terhadap Krimea
(Bilkova,2015).

Di sisi lain, tindakan Rusia untuk menganeksasi Krimea sedikit
kontroversial dan mengejutkan. Pada aksi militer Rusia di Kosovo dan Georgia
yang diklaim didukung oleh Presiden Vladimir Putin juga menegaskan bahwa
Krimea harus menjadi milik Rusia karena terdapat fakta sejarah. Krisis Krimea
memberi banyak keuntungan bagi Rusia tidak hanya secara geopolitik, tetapi juga
Rusia dapat memperluas wilayah mereka secara militer, dimana krisis tersebut telah
menghentikan ekspansi NATO ke Ukraina dan juga membantu menjaga pangkalan

Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol (Treisman, 2016).

12 RUMUSAN MASALAH
Dilihat dari latar belakang mengenai aneksasi Rusia terhadap Krimea maka ada

rumusan masalah yang dapat ditanyakan :



Mengapa Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea tahun 2013-2018?

L3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk menganalisis aneksasi Rusia ke Krimea

2. Untuk menganalisis posisi Krimea terhadap wilayah Rusia

3. Untuk menganalisis aspek militer dari aneksasi Krimea

4. Untuk menganalisis aspek upaya-upaya Rusia dalam aneksasi Krimea

14 SIGNIFIKANSI

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat bagaimana analisis
irredentism Rusia dalam melakukan aneksasi ke Krimea. Meskipun studi-studi
yang menganalisa aneksasi sudah ada, namun studi-studi tersebut hanya
menganalisis aneksasi menggunakan sudut pandang ekonomi, budaya, dan lain-
lain. Sehingga, riset ini lebih berfokus pada aspek keamanan dan aspek hubungan
bilateral antara Rusia dan Ukraina yang kemudian mempengaruhi aneksasi tersebut.
Hal ini penting karena Rusia mengincar Laut Hitam untuk mendorong
perekonomian dan ekspansi militernya. Aspek keamanan juga belum banyak
dibahas di penelitian yang sudah ada. Penelitian ini signifikan karena kebanyakan
analisis yang hanya dipakai tidak hanya ekonomi tapi juga geopolitik dan

iredentisme.



LS CAKUPAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari lingkup kajian Studi Keamanan dan
Politik Pemerintahan Eropa. Adapun skup penelitian yang akan dibahas dalam
penelitian ini berfokus pada kebijakan Rusia mengenai Krimea pada tahun 2013-
2018 dikarenakan pada tahun ini Rusia sangat gencar untuk melakukan aneksasi
terhadap Krimea dan analisis Iredentisme Rusia dalam melakukan aneksasi ke
Krimea. Meskipun begitu, analisis ini juga akan melibatkan penjelasan beberapa
peristiwa sejarah yang elaboratif. Hal ini karena penjelasan tersebut dibutuhkan
untuk memahami alasan iredentisme Rusia di Krimea. Penelitian ini juga
membahas aneksasi Krimea karena isu ini merupakan isu yang marak
diperbincangkan dalam studi hubungan internasional.

Selain dari itu, faktor Geopolitik juga bermain dalam aneksasi Krimea. Hal
ini yang membuat penulis nantinya akan melihat bagaimana pergerakan Geopolitik
Rusia terutama dengan adanya peninggalan masa Soviet di Krimea dan kultur

bahasa yang didominasi oleh bahasa Rusia.

L6 TINJAUAN PUSTAKA
Sejak musim semi 2014, aksi yang dilakukan Rusia di Ukraina bagian timur
serta di semenanjung Krimea Sebenarnya merupakan tindakan yang bersifat
septhak dan tidak sah (Engelberg, 2016). Pernyataan ini bertentangan dengan
pernyataan Vladimir Putin yang mengatakan bahwa Rusia tidak akan melakukan
tindakan sepihak dan tidak sah dalam menyelesaikan masalah (Putin, 2007). Rusia

telah mengubah Ukraina bagian timur menjadi zona yang bermasalah, dimana



permasalahan tersebut terjadi di sekitar area Donetsk dan Luhansk dan
Semenanjung Krimea di Laut Hitam. Demikian cara Rusia mulai menciptakan
sebuah krisis yang disebut sebagai Krisis Ukraina (Ehrhart, 2014).Eskalasi tindakan
Rusia yang seringkali dikategorikan sebagai perang hibrida (hybrid warfare).
Perang hibrida merupakan penggabungan pendekatan militer dan nonmiliter,
seperti perang konvensional berupa penggunaan senjata yang digabungkan dengan
perang non-konvensional seperti embargo (Klein, 2015). Untuk itu, Rusia
mengirimkan pasukannya yang menyamar sebagai gerakan separatis (Mackow,
2015). "Gerakan separatis" yang dilakukan Ukraina bagian timur ini mendapat
dukungan dari Rusia. Dimana pasukan ‘separatis’ tersebut mengandalkan pasokan
yang telah diberikan Rusia yang merupakan senjata berat seperti tank, pengangkut
personal lapis baja, artileri, dan sistem anti pesawat udara, termasuk sistem rudal
surface-to air yang menembak jatuh Malaysia Airlines pada penerbangan tanggal
17 Juli 2014 (Czuperski, 2015). Di sana, "konflik politik" kemudian berkembang
menjadi "konflik perang terbuka". Aneksasi Krimea ke wilayah Rusia akhirnya
berhasil melalui penggunaan tentara Rusia (Mackow,2015).

Setelah referendum mengenai Krimea, Putin mengatakan dalam pidatonya
bagaimana pentingnya pelabuhan Sevastopol terhadap Rusia. Putin menegaskan
status Sevastopol sebagai tempat lahir dan pangkalan utama bagi Armada Laut
Hitam Rusia (Chernomorsky Flot) (Putin, 2014). Pelabuhan Sevastopol yang
letaknya berada di selatan Ukraina adalah kota militer dan ekonomi untuk kekuatan

Rusia. Sevastopol memberikan Rusia akses bebas ke pelabuhannya



sepanjang tahun tanpa perlu terhalang lautan beku pada masa musim dingin sarana
maritim juga aset militer serta akses perdagangan ke wilayah Balkan, Mediterania
dan Timur Tengah (Cross, 2017). Hal-hal inilah yang mendorong Putin untuk
menganeksasi Krimea (Putin, 2014).

Analisis mengenai kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina dapat
dilihat dari beberapa perspektif. Di tingkat internasional, Rusia telah diasingkan
dalam sistem Barat yang memicu Rusia untuk membedakan dirinya dengan Barat,
sehingga Rusia memutuskan untuk mengambil langkah pencegahan. Amerika
Serikat perlahan-lahan mengalami penurunan status sebagai hegemon karena gagal
menghadapi banyak krisis internasional sebagai akibat dari peregangan kekuasaan
yang berlebihan. Rusia, di sisi lain, memiliki waktu optimal dalam menggunakan
kemampuan hegemon regionalnya di Krimea tanpa ditantang secara efektif.
Pentingnya dinamika domestik dalam kebijakan Ukraina menunjukkan langkah-
langkah yang dilakukan oleh negara yang memberikan perhatian besar pada politik
negara-negara sebelumnya sebagai tetangga dekat dan kelanjutan hubungan mereka
dengan Rusia.

Adanya Kerjasama ekonomi Rusia-Ukraina dan kesetaraan dalam
hubungan kedua negara tersebut. Dalam hubungan tersebut Rusia memiliki
pengaruh yang cukup besar, walaupun kecenderungan Ukraina terhadap Uni Eropa
tidak dapat diabaikan. Rusia menganggap bahwa Ukraina berada di bawah
sayapnya dan Rusia juga mengklaim untuk bertanggung jawab atas penduduk
Ukraina yang berbahasa Rusia. Pada akhirnya secara individu dapat di garis bawahi

bahwa adanya sifat otoriter di dalam Vladimir Putin dalammembuat



sebuah keputusan kebijakan luar negeri dan kepekaan pribadinya terhadap wilayah
bekas Uni Soviet. Singkatnya, aneksasi Krimea telah terjadi sebagai akibat dari
tekanan eksternal, berkurangnya otoritas hegemon dan sekutunya, kepercayaan
ekonomi yang berlebihan, budaya nasionalistik termasuk upaya untuk melindungi
etnis Rusia yang berada di dalam Ukraina (Yamanlar,2014).

Krisis yang terjadi di Ukraina melekat dalam diri Ukraina dan Rusia, dimana
adanya krisis ini pada akhirnya telah membagi Ukraina dalam beberapa bagian
menurut etnis dan politiknya. Bagian Barat dan Tengah sebagaimana wilayah
tersebut cenderung pro-barat sedangkan bagian Timur dan Selatan lebih condong
ke Rusia. Penyebab adanya krisis ini adalah keputusan yang terjadi pada November
2013, dimana Presiden Ukraina yaitu Viktor Yanukovych membatalkan
penandatanganan perjanjian Uni Eropa alih-alih ia memberi syarat akan
keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Dengan
sangat cepat, hal ini berubah menjadi demonstrasi sehingga muncullah perjanjian
21 Februari untuk mengakhiri demonstrasi tersebut. Namun selanjutnya
Yanukovych melarikan diri dan mundur dari pemerintahan Ukraina. Di Krimea,
dimana populasi mayoritasnya berasal dari etnis Rusia, maka segala hal yang terjadi
di Ukraina dianggap ilegal dan anti-Rusia (Ambrosio, 2016).

Hukum internasional melarang pelanggaran integritas wilayah negara lain.
Dalam hal Ukraina khususnya, Rusia secara hukum terikat oleh dua dokumen
penghormatan integritas wilayah Ukraina yaitu Memorandum Budapest 1994 dan
Perjanjian 1997 tentang Persahabatan, Kerja Sama, dan Kemitraan antara Ukraina

dan Rusia. Oleh karena itu, bagian penting dari pernyataan Perdana Menteri Rusia



adalah untuk membela diri terhadap tuduhan bahwa Rusia telah melanggar hukum
internasional dan hukum bilateral. Tentunya Rusia memiliki alasan yang kuat atas
pernyataannya tersebut. Pertama, mereka melakukan serangan dan mengkritik
penggulingan Yanukovych dan pemerintahan baru yang ada dimana keduanya telah
menjadi alasan dasar bagi Krimea untuk meninggalkan Ukraina. Kedua, mereka
membuat argumen hukum bahwa Krimea memiliki hak untuk menentukan nasib
sendiri berdasarkan hukum internasional yang ada. Ketiga, penggabungan
semenanjung ke dalam Federasi Rusia bukanlah aneksasi, karena Krimea sudah
menjadi negara merdeka meskipun dalam waktu yang singkat (Ambrosio, 2016).

Dalam sebuah jurnal berjudul “The rhetoric of irredentism: The Russian
Federation’s perception management campaign and the annexation of Crimea”
yang ditulis oleh Thomas Ambrosio, kasus aneksasi Krimea tersebut dianalisis
dengan melibatkan banyak pihak seperti NATO dan Amerika, berbeda dengan
skripsi ini kasus aneksasi tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep
iredentisme dan hanya menyinggung antara Rusia, Ukraina, dan Krimea
tanpaadanya menyinggung pihak lain.

Irredentisme Rusia seringkali dikaitkan dengan aneksasi Rusia ke Krimea.
Hal ini dilakukan oleh Rusia untuk mengambil kembali wilayah dari kerajaan Rusia
ataupun pada zaman USSR. Pada Skripsi ini, dengan menggunakan teori
Irredentism, penulis akan melihat kenapa Rusia melakukan aneksasinya terhadap
Krimea, yang banyak ditentang oleh negara lain.

Pada skripsi ini juga penulis akan melihat permainan geopolitik Rusia untuk

melihat bagaimana Rusia menggunakan Aneksasi ini untuk menyebarkan



Hegemoninya. Di sisi lain, Penulis akan melihat bagaimana Rusia memanfaatkan
aspek Budaya dan peninggalan Uni Soviet sebagai dasar Rusia untuk menganeksasi
Krimea.

Nantinya, yang membedakan skripsi ini dengan beberapa penelitian yang
sudah ada adalah pada skripsi ini penulis hanya melihat melalui hubungan antara
Rusia dan Ukraina terhadap Krimea. Pada skripsi ini aneksasi Krimea yang diambil
antar tahun 2013-2018, tetapi nantinya penulis banyak membahas sejarah antara
kedua negara tersebut untuk dapat menganalisis kepentingan rusia dalam
melakukan aneksasinya di karenakan salah satu alasan Rusia menganeksasi Krimea
adalah melalui faktor sejarahnya, hal ini sejalan dengan konsep iredentisme yang
digunakan dan dibantu juga dengan Eurasianisme.

L7 KERANGKA KONSEP

Iredentisme

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Iredentisme dari Fuzesi.
Konsep Iredentisme adalah kebijakan negara yang bertujuan untuk menganeksasi
wilayah yang berdampingan dan etnis yang tinggal di negara-negara tetangga.
Sebagai dinamika politik, konsep tersebut terletak di persimpangan antara politik
dalam negeri dan politik antar negara, dengan baik menangkap kaburnya batas-batas
antara keduanya di dunia kontemporer. Ada dua faktor pembeda yang membedakan
konflik yang irredentist dan yang bukan : 1) peran negara (berlawanan dengan aktor
non-negara seperti organisasi irredentist dan 2) keberadaan kebijakan yang secara
eksplisit ~ ditujukan untuk (kembali) mendapatkan kembalikan kontrol

teritoridanrakyatyangdiklaimolehnegara
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sebagai miliknya (sebagai lawan dari orientasi dan sentimen yang lebih kabur, atau
bahkan klaim yang mungkin atau mungkin tidak dikenai sanksi oleh negara)
(Fumagalli, 2010).

Ada dua jenis cara untuk mengetahui konsep irredentism. Pertama, jika
diibaratkan seperti lingkaran, terdapat tiga lingkaran, dimana lingkaran A (Rusia)
merupakan negara parent state, dan lingkaran C (Ukraina) yang merupakan
neighbouring host state, dan lingkaran B (Krimea) yang terletak didalam lingkaran
C merupakan transborder ethnic brethren. Lingkaran B dan lingkaran A memiliki
kesamaan etnik dan budaya, tetapi dalam situasi ini lingkaran B terdapat didalam
lingkaran C, namun lingkaran A dapat memasuki lingkaran B dan sebaliknya,
pergerakan inilah yang disebut irredentism, dimana pergerakan ini bertujuan untuk
menyatukan wilayah dan penduduknya untuk kembali melakukan kerjasama antara
satu dengan yang lainnya.

Tabel 1 : Penjelasan konsep irredentisme pertama

Figure 1.1. Representation of a conventional irredenta

Sumber : (Fuzesi, 2014)
Kedua, jika diibaratkan seperti lingkaran, terdapat empat lingkaran, dimana
lingkaran A, B, C, D merupakan kelompok etnik yang tersebar di beberapa negara

asalnya, dimana C dan D negara asalnya sama, karenakurangnya
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pengawasan dari negara asal mereka mencoba membangun wilayah sendiri dengan
menyatukan etnik dari beberapa negara asal. Yang paling umum melibatkan etnis
kelompok yang merupakan mayoritas dalam negara yang membuat klaim
irredentism dan minoritas di negara tetangga (Fuzesi,2014)

Tabel 2 : Penjelasan konsep irredentisme kedua

Figure 1.2. Representation of a pan-movement

Sumber : (Fuzesi, 2014)
Ada beberapa indikator, untuk menganggap tindakan negara tersebut dapat disebut
Iredentisme (Fuzesi, 2014) :
1. Teritorial
Fokusnya di sini adalah tentang persaingan kekuasaan, di mana adanyamotif
untuk melakukan ekspansi oleh parent state. Hal ini biasanya terjadi karena
adanya faktor sejarah. Faktor sejarah ini menyangkut tentang bagaimana
wilayah yang dulunya dimiliki suatu negara ingin diklaim kembali
berdasarkan sejarah yang sudah terjadi dan faktor lain juga dikarenakan
adanya keuntungan di suatu wilayah yang dapat memberikan manfaat bagi
negara yang melakukan aneksasi.

I.  Eurasianisme (Palat, 1993)
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Eurasianisme berpendapat bahwa wilayah bekas Uni Soviet
dan kekaisaran Rusia, memiliki keunikan tersendiri dalam
hal peradaban. Oleh karena itu peradaban ini tidak boleh
melakukan sebuah kesalahan besar dalam upaya untuk
berintegrasi dengan Eropa (atau dengan peradaban lain),
mencoba meniru perkembangan Eropa, atau menyusun
kembali kesadaran budayanya dalam kategori-kategori
Eropa.
2. Politik dan Etnis
Indikator ini menjelaskan tentang iredentisme melalui gagasan politik, dan
penjelasan ini melibatkan kecenderungan nasionalisme. Indikator dari ini
adalah pengalaman masa lalu, upaya pengubahan paham nasionalisme,
simbol dan teritori. Dalam indikator ini negara melakukan aneksasi terhadap
negara lain untuk menyebarkan hegemony-nya terhadap pihak tertentu.
Dalam indikator politik ini juga, Penulis akan melihat bagaimana Rusia
bermain dalam kebijakan luar negerinya baik secara militer dan penyebaran
hegemoni secara politik, sehingga nantinya kita dapat melihat bagaimana
Rusia berusaha mengambil kembali Krimea dengan menggunakan
hegemoni politiknya.
Berbeda dengan indikator politik, etnis biasanya akan membawa unsur
ethno-nationalism dengan menghadirkan rasa emosional dan membawa

pengaruh psikologis dengan menunjukkan adanya ikatan antar etnis atau
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adanya persamaan etnis sebagai faktor utama. Dalam hal ini biasanya

negara yang akan menganeksasi menggunakan etnis lokal sebagai basis

untuk melakukan aneksasinya.

Secara umum, kita ketahui bahwa Krimea sudah menjadi bagian dari
Ukraina, tetapt Rusia beranggapan bahwa Krimea itu berada pada bagian
kedaulatannya, sehingga Rusia melakukan aneksasi ke Krimea, maka dari itu di
dalam skripsi ini konsep Iredentisme yang digunakan untuk meneliti kasus
tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan konsep yang pertama di mana
adanya parent state yang melakukan pergerakan ke arah suatu daerah
yangmemiliki kesamaan etnik dan budaya dan bertujuan untuk menyatukan
wilayah dan penduduknya untuk kembali melakukan kerjasama antara satu dengan
yang lainnya. Nantinya, konsep iredentisme ini akan didukung juga dengan 2
indikator yaitu indikator teritorial dan indikator politik dan etnis, selain itu ada
juga dengan konsep iredentisme yang kedua, yang sejalan dengan Eurasianisme
yang memberikan pandangan pada unsur budaya, sejarah dan geografis yang
terangkum dalam konsep tersebut untuk menjawab mengapa Rusia melakukan

aneksasi ke Krimea.

L8 METODEPENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan
studi pustaka sesuai dengan topik yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan

akanberkaitandengantopikyangakanditinjau yakni bagaimanakebijakan Rusia
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terhadap Krimea, serta beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Rusia atau yang
akan dilakukan Rusia. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang luas
yang meliputi berbagai metode penelitian. Penelitian kualitatif membutuhkan
pengumpulan informasi yang sistematis, informasi yang tekstual seperti gambar,
wawancara, video, dan juga biasanya penelitian kualitatif ini menggunakan teknik
pengumpulan data dan analisis (Young & Hren, 2017).
2. Subjek dan objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi bahasan penelitian adalah Rusia
dan Ukraina sebagai negara yang sedang mengalami isu tersebut. Kedua negara ini
nantinya akan dicari aspek apa saja yang menjadi penyebab dari isu tersebut, dan
yang menjadi objeknya di sini adalah Krimea karena wilayah ini yangmenjadi
perebutan antara dua negara tersebut.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dengan mengambil
dokumen atau literatur resmi yang terpercaya dan mengkritisinya dengan
perubahan-perubahan yang ada. Sebagian besar buku-buku yang diambil adalah
buku-buku rujukan terhadap Kebijakan Rusia terhadap Ukraina secara umum, lalu
mengarah kepada kasus Krimea, dan sejarah terhadap posisi Rusia kepada Krimea,

lalu buku yang menjelaskan terkait teoriirredentism.

4. Proses Penelitian

Hal pertama yang dilakukan yakni mengumpulkan data-data terkait topik

penelitian, hingga didapatkan informasi yang sesuai dan detail dengan materi
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yang telah ditentukan. Setelah melakukan proses pengambilan data, yang kedua
data akan dianalisis dengan membaca dan memahami ide umum. Lalu yang ketiga
dilanjutkan dengan mengkategorisasi hasil menjadi beberapa sub bab (tergantung
dari pembahasan apa saja yang ingin dicantumkan). Setelah melakukan
pengkategorisasian melalui pembagian sub bab, lalu yang keempat dilanjut dengan
mengembangkannya dengan narasi atau deskriptif untuk menjabarkan pemahaman
mengenai informasi tersebut. Tahap kelima mulai memasukkan unsur dengan
kritik-kritik dan analisis melalui deskriptif dalam satu bab, bagian ini menjadi
bagian yang dianggap mulai menjadi tahap dimana penulis mulai menemukan

Jjawaban dari Rumusan Masalah.
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BAB 11

KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP ANEKSASI KRIMEA

2.1 Dasar Historis Kebijakan Rusia kebijakan Rusia Dalam Isu Aneksasi
Krimea

Hubungan Rusia dan Krimea banyak mengalami pasang surut, hal ini dapat
dilihat dari garis historis hubungan bilateral keduanya. Rusia dan Krimea pernah
mengalami peperangan yang menyebabkan hubungan keduanya dalam posisi yang
buruk. Perang Krimea pada tahun 1853-1856 berawal dari ancaman Rusia terhadap
berbagai kepentingan Eropa. Ancaman tersebut diberikan melalui Turki. Hal ini
menimbang banyak investasi negara-negara Eropa pada wilayah negara Turki.
Perang tersebut berawal dari tekanan Rusia terhadap Turki dan mengancam
kepentingan Inggris dalam strategi dan komersial di Timur Tengah dan India.
Ancaman ini kemudian mendorong negara Perancis yang melihat haltersebut
sebagai peluang untuk melakukan provokasi dengan menggunakan isu tersebut
yang bertujuan untuk mempererat aliansi dengan Inggris dan memperkuat kembali
kekuatan militernya (History,2018).

PasukanPerancisdanlnggrismemberikanperlindunganterhadap Istanbul
sebelum mereka melakukan penyerangan terhadap Rusia melalui Laut Hitam,
Baltik, Arktik, dan Pasifik, dibantu dengan melakukan blokade di daerah maritim.
Pada September 1854, para sekutu telah datang di Krimea, mereka berencana untuk
menyerang Sevastopol dan Armada Rusia dalam kurun waktu 6 minggu

sebelummerekakembalikeTurki.Setelahmerekaberhasilmendudukiposisidi
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Sungai Alma, pasukan Perancis dan Inggris lengah hal ini memberikan kesempatan
kepada Rusia untuk memperkuat militer mereka kembali dan menyerang sekutu di
pertempuran Balaklava dan Inkerman. Setelah pertempuran terjadi, para pasukan
sekutu berhasil memotong logistik Rusia dengan cara mengambil alih Laut Azov,
kemudian, dengan bertambahnya logistik berbasis laut, para pasukan sekutu lebih
unggul dibandingkan dengan Rusia dan berhasil mendorong Rusia keluar dari
Sevastopol, yakni pada saat 8-9 September 1855 (History,2018).

Pada tahun 1856, Rusia telah mendeklarasikan kekalahan dalam Perang
Krimea. Hal ini juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian Paris terkait
kekalahannya tersebut. Akibat dari perang yang dilakukan Rusia di Krimea, dari
segi militer dan ekonomi negara Rusia mengalami banyak tekanan yang
menyebabkan kondisi kian memburuk. Sehingga hal ini juga mendorong Rusia
yang pada saat itu sepakat untuk mengambil kembali pangkalan angkatan lautnya
di pelabuhan Sevastopol. Perjanjian ini juga merupakan bagian dari persyaratan
yang diajukan oleh Inggris, Prancis dan sekutu mereka. Inggris dan sekutu melihat
Rusia sebagai suatu ancaman akibat militernya yang menduduki wilayah pelabuhan
Sevastopol. Sehingga hal ini juga mendorong pihak Inggris dan sekutunya
menginisiasi untuk menghilangkan Rusia di wilayah Laut Hitam (History,2018).

Selama ratusan tahun, Krimea sudah menjadi tempat tinggal etnis Tatar.
Etnis Tatar adalah kelompok yang berbahasa Turki. Mereka mulai menempati

daerah Krimea pada saat Kekaisaran Ottoman hingga saat Tsarina Katarina
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Agung menganeksasi Krimea. Krimea telah memberikan keuntungan besar bagi
para pemimpin Rusia sejak Tsarina Katarina Agung melakukan aneksasi terhadap
Krimea pada 1783. Tahun 1944, sekitar 200.000 etnis Tatar dipindahkan oleh Stalin
ke Siberia dan Asia Tengah. Stalin juga membawa etnis Rusia ke Krimea untuk
menguasai ranah perburuhan. disinilah dimulainya penyebaran etnis Rusia di
Krimea, sehingga banyak etnis Rusia yang tinggal di Krimea (History,2018).

Setelah Stalin meninggal, perdana menteri Soviet Nikita Khrushchev
memindahkan Krimea ke Ukraina untuk menunjukkan sebuah tindakan yang
disebut sebagai "noble act on behalf of the Russian people." Pemindahan tersebut
dipuji pada saat pertemuan badan legislatif tertinggi Uni Soviet yaitu Presidium of
the USSR Soviet Supreme 1954. Krimea yang terletak cukup strategis apabila
ditinjau dari wilayahnya, negara Krimea sebenarnya merupakan bagian dari
Ukraina. Krimea juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap militer
Rusia. Dengan adanya wilayah Krimea menjadi bagian dari Rusia, maka hal ini
cukup mendorong perluasan wilayah pertahanan militer Rusia terutama ekspansi
pada wilayah Laut Hitam. Bukan hanya di Laut Hitam, tetapi pertahanan militer
tersebut juga merambah wilayah Mediterania. Setelah runtuhnya Uni Soviet,
perjanjian Rusia dengan Ukraina pada tahun 1997 mengizinkan Rusia untuk
menjaga Armada Laut Hitamnya di Sevastopol, berdasarkan kontrak yang sudah
diperpanjang hingga 2042 (Popovici, 2018).

Pada abad ke-19, ekspansi imperialisme adalah strategi Rusia untuk

mempertahankan negaranya dari penjajahan. Rusia percaya bahwa jika merekatidak

memperbesar kerajaannya maka logikanya negara lain yangakan
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melakukannya ekspansi tersebut. Berbeda dengan kekaisaran yang ada di Eropa,
Rusia tidak terlalu mengambil kesempatan untuk membentuk Afrika, Amerika,
Timur Tengah, atau Asia, melainkan Rusia berkembang dengan cara memasukkan
wilayah tetangga. Ekspansi kekaisaran Rusia sangat energik selama bertahun-tahun
hingga yang terakhir adalah perang Napoleon. Ekspansi Rusia yang terjadi semasa
Perang melawan Napoleon ini yang membuat Rusia menganeksasi wilayah yang
sekarang menjadi Ukraina, Finlandia, Belarus, Polandia, dan Lithuania, serta
wilayah di sepanjang Laut Hitam. Tidak seperti Jerman atau Prancis, Rusia tidak
pernah mengancam untuk mengambil alih negara-negara besar Eropa lainnya,
meskipun hal ini membuat negara bagian yang kecil lebih berisiko. Namun selama
sejarahnya, Rusia sering mendapatkan konflik dengan negara-negara besar Eropa,
atau pengelompokan mereka, atas kebijakannya di Eropa Tengah dan Timur,
terutama Balkan (misalnya, Perang Krimea, Perjanjian San Stefano, dukungan
untuk pan-Slavisme sebelum Perang Dunia Pertama) (Bebler,2015).
Dalam pandangan hukum, aneksasi Rusia terhadap Krimea pada tanggal

18 Maret 2014 juga telah melanggar wilayah dan kedaulatan Ukraina. Rusia
Jugatelah melanggar hukum internasional serta perjanjian yang telah ditandatangani
oleh Rusia dalam kemitraan dan kepercayaan dengan negara-negara Eropa lainnya.
Beberapa pidato dan komentar presiden Rusia yang berhubungan dengan konflik
Ukraina telah menuai banyak kritik dan penolakan kuat terhadap tatanan
internasional Barat dan praktik politik. Karena pendekatan politik yang berbeda dan

bahkan tidak kompatibel, kebijakan luar negeri Rusia yang agresif terhadap
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Krimea telah memicu dilema serius dan perdebatan sengit di antara negara-negara
Barat mengenai tujuan akhir politik identitas Rusia dan kebijakan luar negerinya
dalam konflik ini (Bebler, 2015).

Pada tahun 2004, Presiden Ukraina Leonid Kuchma mempunyai hubungan
yang sangat erat dan loyal dengan Rusia. Adanya hubungan yang erat ini membuat
pemerintah Ukraina dapat membeli gas dengan harga stabil yaitu $ 50 per 1.000 m?,
harga tersebut jauh di bawah harga pasar umum Eropa. Melalui rasa keistimewaan,
Ukraina menyetujui kesepakatan "debt-for-fleet" dengan Rusia. Dalam konteks
debt-for-fleet ini, Rusia mendapatkan akses ke Pangkalan Armada Laut Hitam
Sevastopol di Krimea. Rusia memutuskan agar hutang gas Ukraina sebesar $ 700
juta dibatalkan. Aneksasi terhadap Krimea memberikan Rusia kemenangan
terhadap apa yang dibutuhkannya untuk melanjutkan manipulasi politiknya
terhadap Ukraina. Dengan mengkonstruksi invasi terhadap Krimea sebagai bentuk
keselamatan, Rusia berusaha untuk menginternasionalisasikan ajaran Soviet
tentang kejutan militer (Grashkin, 2019).

Kehadiran angkatan khusus militer Rusia di Krimea, yang disebut sebagai
"little green man," memberikan peluang untuk diadakannya referendum ilegal, dan
dapat mendorong penguasa Donetsk dan Luhansk yang kebetulan merupakan
pendukung Pro-Rusia dan Rusia bisa memanfaatkan peluang ini dikarenakan
adanya kekosongan politik yang diciptakan oleh kelumpuhan yang berasal dari
pemerintahan di Kiev dan mendeklarasikan kota mereka sebagai sebuah negara
yaitu Donetsk People’s Republics (DNR) and Luhansk People’s Republic (LNR)

(Grashkin, 2019).
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Sejak 2014, kedua wilayah tersebut telah mengadopsi beberapa poin dari
negara de facto seperti membentuk ulang sistem peradilan, membentuk konstitusi
mereka sendiri, dan membuat bendera dan simbol negara mereka sendiri. Tidak ada
keinginan untuk mencari sebuah legitimasi dari lembaga-lembaga Barat. Sentimen
anti-Barat yang dibentuk oleh pro-Rusia mendominasi sektor sosial-politik.
Bukanlah sebuah kebetulan di mana pasukan Rusia, serta organisasi paramiliter
seperti Grup Wagner, merupakan kunci untuk kelangsungan hidup DNR dan LNR
yang di dukungan oleh Kremlin, milist DNR / LNR telah direorganisasi oleh
intelijen Rusia (Grashkin, 2019).

2.2 Kebijakan Luar Negeri Rusia terhadap Krimea di Era VladimirPutin

Pada dasarnya, politik luar negeri suatu negara mengacu pada kepentingan
nasional dari negara tersebut, sama halnya dengan Rusia. Dalam hal ini politik luar
negeri Rusia juga banyak dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan perjanjian-
perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Rusia beserta hukum-hukum
internasional yang berlaku secara umum. Selain itu, kebijakan yang dibentuk oleh
Rusia tentunya juga dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan yang ada.
Selanjutnya, kebijakan tersebut akan dipertimbangkan oleh pihak eksekutif
termasuk atas mandat dari Presiden Rusia. Otoritas tertinggi dalam membuat suatu
kebijakan luar negeri dipegang oleh presiden. Kebijakan Rusia diperkuat dengan
adanya dasar yang tertera dalam perintah eksekutif presiden Rusia No.605 pada
tanggal 7 Mei 2012 yang berisi tentang langkah-langkah untuk melaksanakan

kebijakannya, strategi keamanan,doktrin
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militer, dan undang-undang mengenai kegiatan kebijakan luar negeri otoritas
daripemerintah (Union, 2016).

Politik luar negeri Rusia banyak didominasi oleh kebijakan dalam bidang
militer. Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di
dunia. Hal in1 yang mendorong Rusia banyak berperan aktif dalam isu keamanan
internasional. Dalam hal ini, isu Krimea juga menjadi salah satu isu keamanan yang
dihadapi oleh Rusia. Hubungan bilateral antara Rusia dan Ukraina banyak
mengalami pasang surut. Puncaknya, dalam isu Krimea yang menjadi salah satu
perdebatan terbesar yang menghancurkan hubungan bilateral antara Rusia dan
Ukraina. Isu tersebut mendorong kedua negara untuk saling melakukan aksi militer.
Kebijakan luar negeri Rusia dalam isu Krimea merupakan kepentingan yang
menimbang dari berbagai aspek. Rusia meyakini bahwa Krimea merupakan bagian
dari Rusia yang dibuktikan melalui beberapa faktor. Diantaranya dapat ditinjau dari
segt historis seperti pada era Uni Soviet, Krimea sempat berada di dalam kekuasaan
Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSSR), serta pada politik dan etnis
Krimea memiliki sistem pemerintahan yang masuk pada wilayah pemerintahan
Rusia dan juga di dalam wilayah Krimea banyak terdapat etnis Rusia di dalamnya
(Union, 2016).

Kebijakan Rusia terhadap Krimea diantaranya ada yang menggunakan
kekuatan militer seperti yang dilaporkan oleh Federasi Rusia di wilayah Krimea.
Berkaitan dengan penggunaan unit militer Rusia yang diarahkan di Krimea dan di
kota Sevastopol pada perjanjian yang disimpulkan pada tahun 1997 antara Rusia

dan Ukraina. Selain itu berhubungan dengan kehadiran milisi pro-Rusialokal
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yang merupakan prajurit Rusia yang beroperasi dalam seragam milisi lokal atau
dalam seragam hijau yang tidak dapat dibedakan biasa disebut dengan little green
men. Pada 1 Maret 2014, Dewan Federasi Rusia menerima permintaan dariPresiden
Putin untuk penggunaan angkatan bersenjata Rusia di Ukraina “until the
normalization of the socio-political situation in this country ” (Russian Newspaper
,2014).

Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina membentuk beberapa perjanjian yang
berhubungan dengan divisi Armada Laut Hitam dan penyebaran bagian Rusia
(82%) di Krimea dan di Sevastopol. Perjanjian tersebut dibentuk untuk menentukan
dalam kondisi seperti apa angkatan bersenjata Rusia boleh diizinkan untuk tinggal
di wilayah Ukraina dan juga untuk menentukan jumlah maksimum tentara, teknik
militer, dan instalasi militer yang bisa mereka miliki di sana. Rusia juga
memperbaiki pembayaran tahunan terhadap kontrak sewa pangkalan militer mereka
ke Ukraina. Perjanjian tersebut semulanya berlaku hingga 2017. Pada April 2010,
Ukraina pada saat itu dipimpin oleh Viktor Yanukovych. Yanukovych setuju untuk
memperpanjang kerjasama mereka dengan syarat yaitu bantuan ekonomi substantif
yang sama dengan diskon 30% untuk gas alam Rusia, hingga 2042, dengan opsi
yaitu tambahan perpanjangan lima tahun. Pada perjanjian 1997 tentang Status dan
Kondisi Armada Laut Hitam di Wilayah Ukraina, Rusia memiliki hak untuk
menempatkan unit militernya yang berjumlah 25.000 personel, 22 pesawat terbang,
24 kompleks artileri, dan 132 truk lapis baja di pangkalan Rusia yang terletak di
Krimea dan dapat memindahkan mereka ke antar pangkalan-pangkalan lainnya dan

wilayah Rusia (Bilkova,2015).
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Rusia menggunakan kekuatan militer Rusia yang berada di Krimea yang
beroperasi dalam seragam pro-lokal Milisi Rusia atau dengan menggunakan
seragam hijau yang mirip dengan tentara Rusia, yang biasa disebut dengan “little
green men”. Pada Maret 2014, informasi terkait grup ini menyebar ketika mereka
mulai mengambil bagian aktif dalam operasi militer, memblokir jalan, melakukan
pemeriksaan keamanan dan mengambil alih Instalasi militer Ukraina dan lembaga-
lembaga publik, termasuk Dewan Tertinggi Krimea. Rusia pada mulanya menolak
adanya hubungan dengan "/ittle green men" dan Rusia berkata bahwa mereka adalah
Kelompok masyarakat setempat yang membeli seragam dan senjata mereka di
sebuah toko (Shevchenko, 2014). Tetapi, Presiden Putin mengakui bahwa beberapa
dari "little green men" itu sebenarnya adalah tentara Rusia, yang memang
dikerahkan untuk mendukung pasukan pro-Rusia di Krimea. Sementara jumlah
tentara yang ada di sana belum dapat dipastikan, setelah pernyataan dari Presiden
Putin terhadap keterlibatan mereka dalam pengambilalihan Krimea, strategi yang
mereka bentuk semakin membaik (Walker
, 2014). kedua hal tersebut adalah beberapa contoh terkait tindakan ataupun
kebijakan Rusia untuk mengambil alih Krimea.

Pada 17 Maret 2014, Krimea mendeklarasikan kemerdekaannya dan
meminta ke Rusia untuk menjadi bagian dari pengakuan tersebut. Dewan Kota
Sevastopol juga meminta izin agar pelabuhan dapat terpisah dan menjadi kota
federal. Pada 18 Maret 2014, sebuah perjanjian untuk menggabungkan Krimea dan
Sevastopol ditandatangani di Moskow. Hanya dalam lima hari, "Constitutional Law

on admitting to the Russian Federation the Republicof
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Crimea and establishing within the Russian Federation the New Constituent
Entities the Republic of Crimea and the City of Federal Importance Sevastopol "
langsung diselesaikan dengan cepat melalui Majelis Federal Rusia dan
ditandatangani oleh Presiden Rusia dan sudah mulai berlaku (Bebler, 2015). Dalam
kasus in1 Terlihat ada beberapa kepentingan Rusia yang ingin diraih di Krimea,
Beberapa orang berpendapat bahwa aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap
Krimea adalah upaya untuk mengembalikan Rusia ke masa kejayaannya sebelum
era Soviet dan kembali menjadi "as one of the world’s greatest civilizations."
Meskipun begitu nasionalisme terhadap Ukraina tetap kuat, khususnya pada bagian
timur Ukraina, para pejabat dan analis Ukraina melaporkan ke Radio Free Europe
/ Radio Liberty bahwa transformasi demografis yang signifikan sedang berlangsung
dengan gelombang besar etnis Rusia (Popovici, 2018). Ada Pula beberapa pihak
mengatakan bahwa kepentingan Rusia di Krimea karena adanya kepentingan

geopolitik.
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BAB III
ANALISIS IREDENTISME RUSIA TERHADAP ANEKSASI KRIMEA

Seperti yang diketahui konsep iredentisme adalah kebijakan negara yang
bertujuan untuk menganeksasi wilayah yang berdampingan dan etnis yang tinggal
di negara-negara tetangga. Sebagai dinamika politik, konsep tersebut terletak di
persimpangan antara politik dalam negeri dan politik antar negara, dengan baik
menangkap kaburnya batas-batas antara keduanya di dunia kontemporer. Pada
analisis ini penulis menggunakan 2 indikator sebagai anganggapan terhadap
tindakan negara tersebut dapat disebut Iredentisme.
3.1 INDIKATORTERITORIAL

Sebelum tahun 1991, tepatnya sebelum saat pembubaran USSR sebagai
subjek hukum internasional, Ukraina adalah sebuah negara dan Krimea membentuk
bagian integral dari wilayahnya. Dengan kata lain, bahkan sebelum disintegrasi Uni
Soviet, status Krimea sebagai bagian dari wilayah Ukraina seharusnya dihormati
dari perspektif hukum internasional. Di bawah Pasal 72 Konstitusi Uni Soviet tahun
1977, setiap republik Soviet memiliki hak untuk secara bebas menarik diri dari Uni
Soviet. Pasal 76 Konstitusi Uni Soviet menyatakan bahwa "the Union republic is a
sovereign Soviet socialist state". Pasal
80 Konstitusi ini mempertimbangkan hak republik Soviet untuk mengadakan
hubungan dengan negara-negara asing, untuk menyimpulkan perjanjian
internasional dan bertukar perwakilan diplomatik dan konsuler dengan mereka, dan

untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi internasional (Merezhko, 2015).
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Status Ukraina sebagai negara berdaulat di bawah USSR serta hak
konstitusionalnya untuk menarik diri dari USSR, memiliki karakter formal, bukan
karakter nyata. Namun demikian, tanpa status dan hak konstitusional ini, Ukraina
tidak akan secara hukum dapat menarik diri dari Uni Soviet pada tahun 1991 dan
mendapatkan kemerdekaan politik yang sebenarnya. Selain itu, harus diingat bahwa
Uni Soviet diciptakan oleh perjanjian internasional (Kesepakatan Union 1922). Di
bawah hukum perjanjian internasional, Ukraina memiliki hak untuk menarik diri
dari perjanjian itu ( Merezhko, 2015).

Salah satu mitos yang dipromosikan oleh Rusia sehubungan dengan
pemindahan Krimea ke Ukraina menjadi jelas oleh presiden Rusia dengan
menggunakan ungkapan "Khrushchev’s gift to Ukraine", layaknya itu adalah
gerakan unilateral, seperti sebuah keinginan dari para pemimpin Soviet. Selain itu,
adanya dugaan bahwa masyarakat Rusia dan Krimea tidak menyetujui transfer
Krimea ke Ukraina (Popovici, 2018).

Namun, Krimea dipindahkan ke Ukraina sesuai dengan hukum konstitusi
Soviet waktu itu. Pada tanggal 19 Februari 1954, Presidium Dewan Khusus Uni
Soviet mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, budaya, dan geografis, serta
posisi resmi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia (SFSR / RSFSR) Rusia dan
Soviet Soviet Socialist Republik (SSR Ukraina) dan mengadopsi dekrit tentang
transfer Oblast Krimea dari SFSR Rusia ke SSR Ukraina. Pada tanggal 26 April
1954, Dewan Tertinggi Uni Soviet mengadopsi undang-undang "Tentang
Pemindahan Oblast Krimea dari RSFSR ke Ukraina SSR" sesuai dengan undang-

undang Soviet ( Burke, 2017).
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Argumen Rusia bahwa SFSR Rusia tidak memberikan persetujuannya
untuk transfer Krimea terbukti salah, karena pada tanggal 2 Juli 1954, pada sesi
kelima Dewan Tertinggi RSFSR, para delegasi dengan suara bulat memilih untuk
membawa Konstitusi RSFSR sejalan dengan Konstitusi Uni Soviet. Akibatnya, ini
berarti persetujuan Rusia untuk Krimea menjadi bagian dari Ukraina. Dengan kata
lain, perubahan pasal 14 Konstitusi RSFSR dan penghapusan Crimean oblast
memberikan bukti atas persetujuan Rusia untuk pemindahan tersebut. D1 bawah
hukum perjanjian internasional, persetujuan Rusia untuk mentransfer Krimea ke
Ukraina dan penerimaan Ukraina dapat dianggap sebagai perjanjian internasional (
Merezhko, 2015).

Status hukum Krimea sebagai bagian integral dari wilayah Ukraina
kemudian diabadikan dalam Konstitusi SSR Ukraina 1978. Pasal 77 Konstitusi ini
menyebutkan Krimea oblast di antara oblast lainnya dari SSR Ukraina. Sevastopol
disebut sebagai "kota sub-dinasi republik" di SSR Ukraina ( Merezhko, 2015).

Ketika mencoba membenarkan aneksasi Krimea, Rusia telah mengajukan
berbagai macam argumen. Pertama, beberapa argumen ini disajikan dalam pidato
dan wawancara dengan presiden Rusia, Vladimir Putin, kemudian argumen ini
digunakan dan dijabarkan oleh pengacara internasional Rusia, yang cenderung
meminta maaf daripada kritis sehubungan dengan argumentasi Putin.

Pertama, presiden Rusia tidak mengakui fakta yang jelas, diketahui oleh
setiap pengacara yang mengenal hukum konstitusional Soviet: Di bawah Konstitusi
Uni Soviet dan Konstitusi SSR Ukraina, Ukraina, yang secara resmi merupakan

negara berdaulat juga memiliki hak berdaulat. untuk secara bebas
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menarik (memisahkan diri) dari Uni Soviet, sedangkan Krimea tidak pernah
memiliki hak seperti itu di bawah Konstitusi Uni Soviet atau Konstitusi SSR
Ukraina. Selain itu, Ukraina memiliki hak untuk menarik diri dari Perjanjian Union
tahun 1922 atas dasar Uni Soviet dibuat sesuai dengan hukum perjanjian
internasional ( Merezhko, 2015).
3.1.1 EURASIANISME

Rusia memiliki sejarah yang panjang mengenai kekaisaran. Pada
pertengahan abad ke-16 The Muscovite state menjadi sebuah kerajaan, ketika Ivan
IV menaklukkan Khanate di Kazan dengan penduduknya yang polyethnic dan
multireligius. Pada abad ke-17, Siberia dan bagian timur Ukraina menjadi bagian
dari kerajaan tersebut. Pada awal abad ke-18 Peter the Great mengumumkan bahwa
Rusia sebagai Kekaisaran yang bernama Rossiiskaia Imperiia, yang telah menjadi
nama resmi bagi negara Rusia hingga terjadinya revolusi Rusia (Kappeler, 2001).
Pada akhir abad ke-19, wilayah Kekaisaran Rusia semakin membesar mulai dari
Polandia di bagian Barat hingga ke perbatasan Korea di Timur, dari pantai Laut
Arktik dan gurun di Asia Tengah dan hingga ke Kaukasus di Selatan. lebih dari 100
etnis minoritas Ukrainians adalah adalah kasus yang khusus (Kappeler, 2008).
Mereka adalah etnis yang paling banyak setelah etnis Rusia dengan jumlah 13%
dari total populasi pada awal abad ke-18 dan menjadi 18% pada akhir abad ke-19.
Warga Ukraina yang disebut Cossack Hetmanate memiliki otonomi luas di dalam
Rusia sampai tengah abad ke-18, sampai ketika itudihapuskan.Sejakakhirabadke-

18,sebagianbesarwargaUkrainahidupdi
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negara yang didominasi oleh etnis Rusia, Kekaisaran Rusia, dan hingga kemudian
menjadi Uni Soviet (Kappeler, 2014).

Pada saat 29 tahun yang lalu, Ukraina dan Rusia menjadi negara yang
merdeka setelah menjadi bagian dari republik Soviet selama 70 tahun. Pemisahan
Republik Soviet Sosialis Ukraina dipimpin oleh Leonid Kravchuk dan Republik
Sosialis Federasi Rusia di bawah Boris Yeltsindari Uni Soviet dan mereka beraliansi
untuk melawan Presiden Soviet Gorbachev menjadi faktor penentu pembubaran
negara Soviet pada Desember 1991. Hubungan antara kedua negara tersebut sejak
awal sangat sulit. Hampir semua masalah berasal dari masa kekaisaran. Ada
beberapa masalah yang terjadi mulai dari sekitar 8 juta etnis Rusia tinggal di
Ukraina (17% dari populasinya) dan sekitar 50% warga Ukraina menggunakan
Rusia sebagai bahasa pertama mereka. Keragaman regional Ukraina mencerminkan
berbagai sejarah, adanya armada Laut Hitam Rusia yang terkait erat dengan
pertanyaan posisi Krimea, yang telah menjadi milik Republik Soviet Sosialis Rusia
sampai tahun 1954, ketika Nikita Khrushchev menetapkan bahwa Krimea harus
menjadi bagian dari Ukraina, meskipun mayoritas penghuninya adalah etnis Rusia.
Hal Ini tidak memiliki pengaruh besar di zaman Soviet, tetapi menjadi sangat
penting setelah 1991, ketika garis batas wilayah memisahkan negara-negara
mereka. The Former Autonomous Republic Soviet Crimea pada 1992 diganti
menjadi Republik Krimea dan merupakan satu-satunya wilayah otonom di Ukraina.
Para pemimpin politik Republik biasanya mendukung kebijakan pro-Rusia, hingga
akhirnya terjadi konflik di akhir 2013. Hubungan Rusia-Ukraina sangat sulit selama

tahunpertama kemerdekaan sampai 1997,
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ketika adanya perjanjian tentang persahabatan, kerja sama dan kemitraan, dan
dibahas kembali selama masa presiden Viktor Yushchenko dari 2005 hingga 2010.
Sejak Viktor Yanukovych terpilih sebagai presiden baru di 2010, ketegangan antar
negara berkurang, walaupun tidak menghilang (Papava, 2013).

Elite Rusia dan beberapa masyarakat Rusia prihatin terkait permasalah
perbatasan Rusia yang ada dikarenakan beberapa daerah telah dihuni oleh populasi
berbahasa Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet dan sudah dimiliki oleh negara lain,
hal ini memberikan Rusia alasan untuk mengintervensi dalam urusan internal
negara-negara tersebut (Tolz, 2001). Perlu diketahui bahwa menurut survei opini
publik yang dilakukan di Rusia, adanya gagasan untuk memulihkan Uni Soviet
menjadi semakin populer (Petukhov 2006).

Di sini kita melihat adanya arus kuat yaitu arus Eurasia, yang menegaskan
peran sejarah dan budaya khusus untuk Rusia dalam geografi geopolitik
(Kappeler,2014),

1. GerejaOrtodoks

Bagi Kerajaan Rusia, kerja sama erat antara negara dan Gereja Ortodoks
merupakan faktor penting dari klaim dan stabilitas. Rusia saat ini mengikuti
kebijakan ini dan menggunakan Gereja Ortodoks sebagai instrumen politik
hegemoni mereka. Di sisi lain aspirasi Gereja Ortodoks didukung oleh negara. Di
Ukraina kebijakan ini difasilitasi oleh sebuah fakta bahwa mayoritas Ortodoks
Ukraina mendeklarasikan diri sebagai anggota Gereja Ortodoks Ukraina yang

dipimpin oleh seorang kepala dari Moskow (Vulpius, 2011).
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Selama masa presiden Vladimir Putin Kerjasama antara negara dengan
Gereja Ortodoks Rusia sangat diintensifkan. Bangsa Rusia diilustrasikan sebagai
bangsa Ortodoks, dan Ortodoks Ukraina dianggap sebagai bagian dari komunitas
tersebut. Patriarch Kirill of Moscow secara tegas mendukung gagasan "Holy
Russia" dan "the Russian world"”, untuk menyatukan Rusia, Ukraina, dan Belarusia.
Pada musim panas 2013, di Kiev bersama dengan Presiden Rusia dan Ukraina
perayaan /025th anniversary of the baptism of Rus’, bertujuan untuk menegaskan
kepemimpinan Rusia di dunia Ortodoks "Rusia" (Kappeler, 2014).

2. Hegemoni bahasaRusia

Masa Tsar dan Soviet, bahasa Rusia adalah bahasa yang dominan, meskipun
di Uni Soviet pada saat itu, selain bahasa Rusia, terdapat bahasa Ukraina, tidak
diakui secara teoritis dan posisi bahasa Ukraina ditingkatkan selama tahun 1920-
an. Namun, secara prakteknya Rusia tetap menjadi bahasa yang dominan dan sejak
1930-an dan posisinya semakin diperkuat, sementara posisi bahasa Ukraina
kembali melemah. Hingga hari ini bahasa Rusia tetap menjadi bahasa umum dari
ruang pasca-Soviet (Kappeler,2014).

Hingga saat ini bahasa Rusia tetap mempertahankan posisinya. Lebih
darisetengah populasi Ukraina menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa
utamanya, meskipun banyak dari mereka yang menggunakan dua bahasa. D1 Timur
dan Selatan kota Ukraina, bahasa Rusia tetap menjadi bahasa yang dominan.
Pemerintah Rusia sering mencela pemerintah Ukraina dengan Ukrainization yang
kuat dari Rusia dan juga Ukraina yang berbahasa Rusia. Rusia memberikan

pandangan dengan menegakkan penggunaan bahasa Ukraina di sekolah dan
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institusi negara. Jadi, Rusia menggunakan dalih perlindungan pandangan minoritas
linguistik menggunakan bahasa sebagai alat tekanan dan intervensi ke dalam urusan
internal Ukraina (Kappeler,2014).

3. Warisan Kekaisaran Soviet

Keberadaan Republik Soviet Ukraina dan pengakuan Ukraina sebagai
sebuah negara merupakan prasyarat penting bagi negara Ukraina yang merdeka,
yang diciptakan pada tahun 1991. Di sisi lain, politik Russianization dari tahun
1930-an Pembangunan nasional Ukraina yang dilemahkan semakin lemah. Rezim
Soviet membentuk mitos "persahabatan orang-orang" dan keluarga negara-negara
Soviet, di mana Rusia menjadi yang lebih tua, dan orang Ukraina yang menjadi
anak-anak muda. Rusia telah mendeklarasikan sebagai penerus hukum Uni Soviet.
Hal ini mencakupi senjata nuklir, ambisi imperialis dan menjaga adanya wacana
hegemonik (Kappeler, 2014).

Pada masa Soviet ekonomi antar negara telah terjalin erat. Ukraina dan
negara republik lainnya bergantung pada pusat Soviet. Situasi tidak berubah secara
fundamental setelah 1991. Rusia tetap menjadi mitra dagang utama Ukraina dan
juga bergantung pada gas dan minyak Rusia. Rusia memanfaatkan ketergantungan
ini sebagai instrumen politik. Rusia dan Ukraina ikut serta dalam budaya politik
Soviet bersama dengan nilai-nilai umum dan tradisi ideologis. Warisan
transnasional Kekaisaran Soviet tersebut belum dihancurkan seluruhnya oleh garis

batas wilayah antara negara (Kappeler,2014).
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32 INDIKATOR POLITIK DANETNIS

Pembahasan dari segi politik dalam dunia internasional tentunya tidak akan
lepas dari kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, politik luar negeri
Rusia sangat berfokus pada aspek militer dan keamanan internasional (Rawung,
2015). Ini sesuai dengan fenomena yang menunjukan bahwa pergerakan dan
kepentingan Rusia selama ini, salah satunya selalu berkaitan dengan pangkalan
militer, khususnya kali ini dalam isu aneksasi terhadap krimea. Disisi lain, aspek
etnis juga sangat berpengaruh dalam keputusan aneksasi ini. Ada beberapa alasan,
secara politik dan etnis, mengapa Rusia melakukan aneksasi pada Krimea.

Pertama, muncul dan meningkatnya gerakan separatis pro Rusia.
Munculnya gerakan separatis didasarkan pada militer Rusia yang disebut the little
green man ada di Ukraina untuk menyebarkan doktrin untuk berpihak pada Rusia.
Namun fakta dimana beragamnya etnis di krimea sejak abad 19 dan berbagai perang
dan perebutan kekuasaan krimea yang terjadi antara Ukraina dan Rusia juga
menjadi faktor yang memudahkan munculnya gerakan separatis ini. Apabila ditarik
sejarahnya, Etnis yang tinggal di Krimea sejak abad 19 diantaranya Cimmerian,
Scythians, dan Yunani kuno, yang koloninya terletak di Laut Hitam. Pedagang
Goth, Hun, Kievan Rus, Genoa dan Venesia, dan Golden Horde yang dipimpin
Mongol mengendalikan berbagai bagian Semenanjung Krimea selama periode
sejarah yang berbeda pada akhir milenium pertama dan awal milenium kedua

(Kriim Realii, 2018).
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Tabel 3 : Tabel etnis di Krimea pada 2016

HALUMOHA/IbHbIN COCTAB HACE/IEHUA B KPbIMY

M Pycckue

I YrpanHuyb!

I Kpbimckue TaTapbi
Tarapsl

M Benopyce!

M Apmane

W Apyrve HauMoHaNbHOCTH

[ Sp— - scpnapcrosmel cravacrans Poccan (2015 rea Yevhenil Chak / krymr.org (RFE/RL Graphics)

Sumber : (Alpaut, 2018)

Tabel 4 : Terjemahan dari tabel 3

POPULASI NASIONAL DI KRIMEA

RUSIA INDONESIA PERSENTASE
Pycckue Rusia 68,3%
(Russkiye)
YKkpannnsl Ukraina 15,8%
(Ukrainniy)
KpbiMckue TaTapsl Krimea Tatars 10,6%
(Kriymskiye Tatariy)
Tarapsbl Tatars 2,1%
(Tatariy)
0eJ10pyCCKHii Belarusia 2%
(Byelorusskiiy)
Apmsine Armenia 0,5%
(Armyanye)
Apyrue Kebangsaan lainnya 1,7%
HAIlHOHAJILHOCTH
(Drugiye
natsionalinosti)
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Meningkatnya gerakan separatis juga dipicu oleh dipilihnya Nikita
Khrushchev menjadi pemimpin Komunis Uni Soviet yang baru dengan
kebijakannya untuk memindahkan Krimea dari Rusia ke Republik Ukraina pada
tahun 1954. (Sasse, 2007) Hal ini membuktikan bahwa gerakan separatis pro Rusia
semakin meningkat seiring banyaknya fenomena politik yang muncul.

Selain itu, sedikitnya pemilih Krimea untuk mendukung kemerdekaan
terhadap Ukraina pada Referendum Ukraina yang dilaksanakan tanggal 1 Desember
1991 membuktikan bahwa adanya peningkatan jumlah gerakan separatis di Krimea.
Jumlah ini jauh lebih sedikit daripada rata-rata nasional 91%. Tetapi tahun-tahun
pertama kemerdekaan Ukraina gerakan separatis pro-Rusia semakin populer dan
meningkat. Pada kubu Rusia, yang mendukung terhadap kemerdekaan Krimea atau
yang mendukung reunifikasi kawasan dengan Rusia, mendapatkan 67% suara
dalam pemilihan parlemen tahun 1994. Pada saat itu Yury Meshkov yang menjadi
kandidatnya, memenangkan 73% suara pada putaran kedua saat pemilihan presiden
di Krimea .

Lalu, Perbedaan besar antar etnis dalam hal dukungan untuk separatisme di
Krimea menjadi lebih jelas pada tahun 1990-an. Krimea merupakan satu-satunya
wilayah Ukraina dengan adanya populasi mayoritas beretnis Rusia. Dilihat melalui
data sensus tahun 2001 mencatat 58% populasi Krimea, termasuk Sevastopol,
merupakan etnis Rusia, dan 24% sebagai etnis Ukraina dan etnis Tatar Krimea
merupakan 10% dari populasi tersebut (Katchanovski, 2015).

Selain itu, terdapat kekosongan Politik di Ukraina yang memicu dibuatnya

referendum yang dibuat masyarakat Krimea untuk membebaskan diri dari Ukraina

37



(Rawung, 2015). Hal ini merupakan fenomena politik yang menjadi salah satu
alasan mengapa Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea. Beberapa
beranggapan bahwa referendum ini dibuat karena masyarakat Krimea yang tegang
akibat gejolak politik Ukraina pada saat itu memerlukan situasi tenang dan aman
dari ancaman.

Dari adanya pasukan militer Rusia memperlihatkan bahwa Rusia mampu
memberikan perlindungan kepada Masyarakat Krimea (Buchan, 2017). Maka
dibuatkan lah Referendum yang menyatakan bahwa Kremia akan membebaskan
diri dari Ukraina. Alhasil, kurang lebih 96% dari masyarakat Krimea menyetujui
langkah untuk membebaskan diri dari Ukraina (Kartini, 2014). Dengan adanya
referendum tersebut, secara de facto, Krimea akhirnya melepaskan diri dari
Ukraina. Vladimir Putin, Presiden Rusia, dalam menanggapi hal ini langsung
membuat pengakuan adanya republik krimea melalui dekrit presiden dan
menyetujui masuknya krimea untuk menjadi bagian dari Rusia (Rahman, 2016).

Kedua, Aneksasi Krimea ini dapat berkontribusi dalam mengembalikan
masa-masa kejayaan Rusia ketika masih menjadi Uni Soviet sebagai the greatest
civilization dan menguasai politik internasional saat ini. Salah satu kepentingan
Rusia di Ukraina khususnya di Krimea adalah untuk mendapatkan akses ke
pangkalan militer yang ada di Sevastopol (Cross, 2017). Dengan adanya campur
tangan Rusia di wilayah tersebut, tepatnya di laut hitam, maka Rusia akan dengan
mudah membendung ancaman dari barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat
yang berpotensi mengancam hegemoni Rusia di dunia perpolitikan internasional

saat in1. Sedangkan, akan sulit untuk dioperasikan apabila Krimea masih dibawah
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kekuasaan Ukraina. Perlu usaha yang lebih bagi Rusia agar bisa secara penuh
mengoperasikan pangkalan militer tersebut. Karena, dalam hal ini, Ukraina menjadi
entitas tertinggi yang dapat mengatur Rusia yang sudah berada di wilayah
kekuasaannya dan menyewa salah satu wilayah milik Ukraina ini. Sehingga Rusia
membantu Krimea dalam membebaskan diri dari Ukraina dan melakukan aneksasi
terhadap daerah tersebut, agar Ukraina tidak akan lagi bisa menahan Rusia untuk
menyebarkan hegemony-nya. Berikut gambar yang menunjukkan peta wilayah

Krimea sebelum dan sesudah aneksasi (Broad, 2014).

Tabel 5 : Denah wilayah sebelumAneksasi

A
»

\

tog AT 0

RUSSIA

5 3l §
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Sumber Tabel 5 dan 6 : (Broad, 2014)

Ketiga, situasi dimana Krimea yang saat ini lebih Pro ke dunia barat
(Kartini, 2014)menjadi suatu ancaman bagi Rusia sebagai negara yang ingin
menyebarkan hegemony-nya. Aksi protes dan demonstrasi di Ukraina akibat
penolakan pemimpin negaranya untuk dekat dengan Amerika dan Uni Eropa
(Rawung, 2015) membuktikan bahwa saat ini mayoritas masyarakat Ukraina lebih
berpihak pada negara barat. Pemimpin Ukraina saat ini pun telah digantikan dengan
orang yang tidak berpihak pada Rusia (Rahman, 2016) karena adanya demonstrasi
tersebut. Akibatnya, Rusia semakin terancam bahwa Hegemoninya akan tertahan
di Ukraina yang sudah dekat dengan negara-negara barat.

Situasi dimana munculnya ancaman bagi suatu negara berpotensi
menimbulkan ketegangan politik di negara tersebut. Tidak hanya pada aspek politik,
melainkan berbagai aspek keamanan negara Rusia akan terkena dampaknya apabila
Rusia tidak bisa mempertahankan hegemoninya di negara sekitarnya. Bahkan,
apabila satu-persatu negara di sekitar Rusia Pro terhadap negara barat, maka Rusia
akan semakin terancam kedudukannya karena dikelilingi oleh musuhnya sendiri.
Tidak hanya memiliki banyak musuh, Rusia juga apabila Hegemoni nya telah
dikalahkan oleh negara barat, maka kekuatannya untuk menekan negara lain tidak
akan ada lagi karena negara lain akan lebih patuh kepada negara barat dibandingkan
Rusia. Lalu, dengan terancamnya Rusia di dunia internasional, maka ini akan
memberi dampak pada politik domestik Rusia.

Keempat, Keinginan Rusia juga di latar belakangi oleh pernah

bergabungnyaKrimeakeRussianSovietFederativeSocialistRepublic(RSSR),
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sehingga untuk mengembalikan masa jaya Soviet, Rusia perlu menguasai negara-
negara yang telah terpecah belah. Krimea dengan bergabungnya menjadi Uni Soviet
memiliki sistem yang masuk ke Rusia sehingga Rusia dengan mudah mengelola
daerah tersebut khususnya pangkalan militer yang ada di Laut Hitam, Sevastopol.
Akan menjadi sangat wajar, dalam segi politik, apabila akhirnya Rusia melakukan
aneksasi pada Krimea.

Semenanjung Krimea secara historis dihuni oleh orang-orang yangberbeda,
dan itu adalah tempat banyak perang dan konflik. Penghuni awalnya termasuk
Cimmerian, Scythians, dan Yunani kuno, yang koloninya terletak di Laut Hitam.
Pedagang Goth, Hun, Kievan Rus, Genoa dan Venesia, dan Golden Horde yang
dipimpin Mongol mengendalikan berbagai bagian Semenanjung Krimea selama
periode sejarah yang berbeda pada akhir milenium pertama dan awal milenium
kedua. Krimea Khanate muncul dari Golden Horde pada abad ke-15, dan kemudian
menjadi negara bawahan Turki Ottoman. Tatar Krimea sering menyerbu wilayah
Ukraina, Polandia, dan Rusia sebagai bagian dari kampanye militer dan untuk
menangkap sejumlah besar budak. Sebagai akibat dari perang Rusia-Turki, Krimea
direbut oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1783, dan bagian penting dari populasi
Tatar Krimea dimukimkan kembali atau dipaksa untuk pindah ke Kekaisaran
Ottoman. Perang Krimea pada tahun 1853-1856 membawa kekalahan militer Rusia
dari aliansi yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, dan Kekaisaran Ottoman, tetapi

semenanjung itu tetap berada di Kekaisaran Rusia (Magocsi, 2014).
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Setelah melihat analisis dari indikator irredentisme di atas terdapat dua jenis
cara untuk mengetahui konsep irredentism. Pertama, jika diibaratkan seperti
lingkaran, terdapat tiga lingkaran, dimana lingkaran A (Rusia) merupakan negara
parent state, dan lingkaran C (Ukraina) yang merupakan neighbouring host state,
dan lingkaran B (Krimea) yang terletak didalam lingkaran C merupakan
transborder ethnic brethren. Lingkaran B dan lingkaran A memiliki kesamaan etnik
dan budaya, tetapi dalam situasi ini lingkaran B terdapat didalam lingkaran C,
namun lingkaran A dapat memasuki lingkaran B dan sebaliknya, pergerakan inilah
yang disebut irredentism (Fuzesi, 2014), dimana pergerakan ini bertujuan untuk
menyatukan wilayah dan penduduknya seperti yang sudah dijelaskan oleh indikator
teritorial dan indikator politik dan etnis yang menunjukkan bahwa Rusia membawa
nilai sejarah yang terdapat di Krimea untuk menjadi dasar melakukan aneksasi ini
agar nantinya Rusia dapat kembali memiliki wilayah Krimea. Yang terjadi dalam
studi kasus di skripsi ini adalah transborder ethnic brethren.

Tabel 7 : Penjelasan konsep irredentisme pertama

B4
Figure 1.1. Representation of a conventional irredenta

Sumber : (Fuzesi, 2014)
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Kedua, jika diibaratkan seperti lingkaran, terdapat empat lingkaran, dimana
lingkaran A, B, C, D merupakan kelompok etnik yang tersebar di beberapa negara
asalnya, dimana C dan D negara asalnya sama, karena kurangnya pengawasan dari
negara asal mereka mencoba membangun wilayah sendiri dengan menyatukan etnik
dari beberapa negara asal (Fuzesi, 2014). Pengertian ini dapat kita lihat melalui
Konsep Eurasianisme, yang menunjukkan bahwa Krimea masih memiliki unsur-
unsur peninggalan Rusia pada masa Uni Soviet, sehingga hal ini memudahkan Putin

untuk menunjukkan bahwa Krimea masih berada di bawah naungan Rusia.

Tabel 8 : Penjelasan konsep irredentisme kedua

Figure 1.2. Representation of a pan-movement

Sumber : (Fuzesi, 2014)
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BAB IV

KESIMPULAN

Meninjau dari analisis /rredentism terhadap kepentingan analisis aneksasi
Rusia, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa hegemoni Rusia yang tertinggal di
Krimea, seperti jika kita lihat melalui indikator teritorial Krimea tidak pernah
memiliki hak seperti Ukraina yang mempunyai hak berdaulat dan juga untuk secara
bebas menarik (memisahkan diri) dari Uni Soviet di bawah Konstitusi Uni Soviet
atau Konstitusi SSR Ukraina, sehingga dapat dilihat ketika pemindahan tersebut

ada pelanggaran hukum yang terjadi.

Hegemoni Rusia lainnya yang tertinggal yaitu Gereja Ortodoks, Hegemoni
bahasa Rusia, dan Warisan Kekaisaran Soviet. Beberapa hal tersebut dapat kita
temukan di Krimea sehingga hal ini memudahkan Rusia untuk menunjukan bahwa
Krimea masih berada pada wilayah Rusia, dan juga peran sejarah dan budayayang
ikut bermain untuk Rusia dalam geografi geopolitik. Di krimea sendiri masih
banyak terdapat etnis Rusia yang tinggal di sana, sehingga memudahkan Rusia

untuk menimbulkan pendukung atau separatisme agar Krimea kembali ke Rusia.

Menggunakan pengertian dari Iredentisme yang sudah dijelaskan di bagian
Teori/konsep dan di bagian analisis, di mana ada dua pengertian terkait makna
Irredentisme, maka melalui indikator dan pengertian tersebut konsep irredentisme
memberikan petunjuk bahwa Rusia menggunakan unsur sejarah, etnis, dan
politiknya untuk mengembalikan Krimea kembali pada Rusia, agar hegemoni Rusia

dapat terus berjalan dan mengembalikan Krimea ke dalam naungan Rusia.
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